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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perscorangan
swssun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki
e perempuan terjadi secara terhormat sesuui kedudukan manusia sebagai
sk hluk vang berkehormatan, Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam
ssssens damai, tenteram dan rasa kasih savang antara suami isteri. Anak
\erurunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan
serhehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan
s== teliti dan  terperinci, untuk membawa umal manusia hidup
Sechehormatan. sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah
sahluk-mahluk Allah yang lain.'

Hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia vakni
l.hhg-uudang-hlumnr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan
senjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Isdonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah
dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah

Fiﬂ“‘i]}ﬂﬂ.:

 Ahmad Azhar Basyrir, Hukum Perkawinan Istam, ULl Press, 2000, Yogyakarta, him. |
* Sudarsono, Mukum perkawinan Nasional, PT. Rincka Cipta, 2005, Jakarta, him. |



Di dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sepessi vang termuat dalam Pasal | perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan
Lt Batin antara seorang pria dengan seorung wanita sebagai suami isteri
eswen tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal
Sesdassrkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Dengan demikian arti perkawinan adalah : ikatan lahir batin antara
secrang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. sedangkan tujuan
perkawinan adalah : membentuk keluarpa‘rumah tangga yang bahagia dan
Leial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Lsa.

Menurut Hukum [slam yang dimaksud dengan perkawinan adalah
shad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban sertu
sertolong-tolongan antara scorang laki-laki dan scorang perempuan yang
se=ra keduanya bukan muhrim.! Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam
wialsh untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam rangka
=ewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar cinta dan kasih
savang untuk m:mpcmlah keturunan yang sah dalam masyarakat dengan
mengikuti kelentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at,” Sebagaimana firman

Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 vang berbunyi :

K. Wanyjik Saleh, Hukum Perkowinan Indonesia, Ghalia Indonesia, 1980, Jakarta, hitm.

* Sudarsono, op.cit., him., 2
* hitp://campus-student. blogspot.com/2009/08/analisis-hukum-islam-tentang-
pestecaan hitml]
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“Twe & antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

“seristeri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Lepedanya, dan  dijadikan-Nya diantaramu  rasa kasih dan sayang.

Sesesgeubnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tunda bagi
R vang berfikir.”

Schagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor |
Tanen 1974 Tentang Perkawinan dijclaskan bahwa tujuan perkawinan adalah
embentuk keluarga yang buhagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Fes atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan
vase kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas
Seengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena scbab
Lematian. perceraiaan ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syaral-
svaral vang telah ditetapkan oleh Und.a.ng-—undﬂng.ﬁ:

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang
sempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWI. Berdasarkan hadis Nabi
Muhammad saw. Yang artinya sebagai berikut -’

“Suatu perbuatan halul yang paling dibenci oleh Allah adalah

tulak/perceraian”.

* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata fslam di Indonexia,

Preemada Media, 2004, Jakarla, hlm. 216

T Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, him. 73



Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

9% Temtang Perkawinan ditegaskan bahwa “perceraian hanya dapat
. Swswhan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
 eewsaba dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak™.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Seehaban atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Mgs==s maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan
mesvelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang heragama

Siwe dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infagq,

Shedagoh, dan Ekonomi syariah.

Adapun wewenang tersebul sebagaimana terdapat dalam penjelasan
| sdsng-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

wesisme Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perudilan Agama Pasal 49 adalah
schagai berikut :

fjin beristri lebih dari scorang,

liin melungsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua

suluh satu) tshun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis

turus ada perbedaan pendapat.

Dispensasi kawin.

Pencegahan perkawinan.

Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.

Pembatalan perkawinan. '

(ugatan kalalaian atas kewajiban suami dan istri.

Perceraian karena talaq.

. Gugatan perccraian.

10 Peavelesaian harta bersama.

11 Penguasaan anak-anak.

"2 Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana
hapak yang seharusnya bertanggung jawab lidak mematuhinya.

13 Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

14 Putusan tentang syah tidaknya seorang anak.
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©° Purusan tentung pencabutan kekuasaan orang tua.

8 Pencabutan kekuasaan wali.

7 Pesunjukan orang lain scbagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasan
seorang wali dicabut.

4 Pemunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur
1% (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

% Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak dibawah
Sarta kekuasaannya.

0 Penetapan asal-usul scorang anak dan penetapan pengangkatan anak
Serdasarkan hukun islam.

20 Putesan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukin
perkawinan campuran.

20 Pernvataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi scbelum Undang-
wndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan
menuril peraturan lain.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah talak, dari kata
“whiag " artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Agama talak
w=ova melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”
S04 e Islam miencntukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami,
Gemean pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya berpembawaan
Lodesti lebih mampu berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik
seara berpisahe atau bertahan hidup bersuami isteri dari pada orang
perempuan.’

Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Temtang Peradilan Agama ditegaskan bahwa “seorang suami yang beragama
lem vang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada

pesgadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak™.

* M. Thalib, Perkawinan Memrur fsiam, Al lkhlas, 1993, Surabaya, him, 97
* Ahmad Azhar Basyrir, op.cit., him. 72



Penerapan terhadap Pasal tersebut diatas, mutlak disyaratkan “bagi
. wang beragama Islam”, akan tetapi dalam praktek dimungkinkan

Lasus seorang suami yang menikah secara Islam, dalam perjalanannya

murtad dan menceraikan istrinva. apakah hal tersebut dapat diterapkan
Pes 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agw

Dalam hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian
 wetetep putusan perceraian bagi suami yang murtad, padahal dalam Pasal 66
e (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peestilan Agama vang dapat mengajukan permohonan perceraian adulah
Swss vang beragama Islam, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama
Semarang Nomor : 0584/Pdt.G/2009/PASm yang mengajukan perceraiaan
‘wislah suami yang sudah tidak beragama Islam lagi atau murtad,

Berdasarkan uraian latar belakang tersebul di atas, maka penulis
serssa tertarik untuk mengadakan penelition yang ditulis dalam  bentuk
sirpsi denpgan j'l-l:.’lul : “Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang
Perceraian Bagi Suami Murtad di Pengadilan Agama Semarang”

(Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0584/Pdt.G/2009/PA.Sm).



Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah
= penelitian ini adalah sebagai berikut :
_ Bagsmanakah prosedur dan proses penyclesaian perkara perceraian bagi
swsrn murtad di Pengadilan Agama Semarang 7
! walxpmxmnﬁakim{nnmngpemcrﬂianbagimmﬁ murtad di
Pengadilan Agama Semarang ?

FPenulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah scbagai herikut :
i_. stk mengetahui prosedur dan proses penyclesaian perkara perceraian
begi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

©  Untuk mengetahui putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad

& Pengadilan Agama Semarang.

‘Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan
smanfani baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikul :
1 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi penulis lain
vang berminat dalam bidang ilmu hukum perdata, terutama dalam

hal masalah hukum perkawinan.



. Kegwsan Praktis
4 Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan,
sengalaman dan pengetahuan keilmuan dibidang hukum bagi pembaca
dan penulis.
5 Sebagal syarat untuk menyelesaikan studi 81 di Fakultas Hukum

1 niversitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mersagka Pemikiran

i dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan
wpert vang termuat dalam Pasal | perkawinan didefinisikan sehagai : “ikatan
b Satin antara seorang pria dengan scorang wanita sehagai suami isteri
Seseen twjuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal
Sesdesarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Kemhanan Yang Maha Esa adalah karena
seeers Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah
Sesuhanan Yaff Maha lisa. Sampai di simi tegas dinyatakan bahwa
seskawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian
setingon perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi
e memiliki unsur batin atau rohani.'"

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2
&evatskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “Pernikahan yailu
skad vang sangat kuat atau miitsaagon gholiidhan untuk menaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op.cil.. him, 43



Kats miitsagan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SW1. yang
pada Surat an-Nisa’ ayat 21 yang berbunyi :

. T S 3 187 i BCrSs
4 P a2
r_‘-_:_.g_____; j}f.n.g ,rb"‘"“'n_‘?‘“" FRLST)
I -

kamu akan mengambilnya kembali. padahal sebagian kamu
hn‘gaul (bercampur) dengan yang lain sehagm suami-isteri. dan mereka

imu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat™.
Namun sering kali apa vang menjadi tujuan perkawinan kandas di
geswiemen. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenamya putusnya
sesiawinan merupakan hal yang wajar saja, karcna makna dasar sebuah akad
bt sdalah ikatan, atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya
wisiah kontrak. Konsekuensinya in dapat lepas yang kemudian dapat disebut
g talak "’
Talak sebagai sebub putusnya perkawinan adalah institusi vang paling
 ssmyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi. talak
&= bukumnya ;ibfulr:hkan ketika berada dalam keadaan darurat. baik atas
st suami (talak) atau inisiatif istri (khulu®). Hadis Rasul yang populer
Seshenaan dengan talak ini adalah “inna abghad al-mubahat ‘inda Allah l-
welsk . vang artinya seswngguhnya perbuatan mubah lapi dibenci Allah
wdslah talak. Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong
sewuiudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan

seradinya perceraian (lalak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak

" thid , hlm. 206
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s - peluang untuk terjadinya perceraian keeuali pada hal-hal yang

=4

Dalam Pasal 39 avat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Temmmg Perkawinan ditegaskan alasan untuk melakukan perceraian adalah
s smtars suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
-

I samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam
Sl 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, alasan tersebut adalah :

'+ Sawsh saw pihak berbual zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi
= luin sebagainya yang sukar disembuhkan

% Seish satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun bertutut-
et tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
ten diluar kemauannya

. Saish satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
wane lehih heral setelah perkawinan berlangsung

| Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaun berat yang
ssembahayakan terhadap pihak yang lain

+  Salsh saty pihak mendapal cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
sk dapat menjalankan kewajibannya schagai suami/isteri

©  Astara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-
=gga -

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi
Jeeene alasan-alasan sebagai berikut :

| Saluh satu pihak berbual zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
Zan sehagainya yang sukar disembuhkan.

o Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
wurut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain
&iluar kemampuannya.

©  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman
vang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

& Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

= fhid_ hilm. 208
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Sl satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibal tidak
e menjalankan kewajibannya sehagai suami/ isteri,

Ssses suami. dan  isteri  terus-menerus terjadi perselisihan, dan
serengkaran. dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
e

Swme melanggar taklik talak.

 Persihan agama atau muriad yang menyebabkan terjadinya ketidak
sekaman dalam rumah tangga.

Penelitian
. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wetode  yuridis  mormatif.  Yuridis  normatif  merupakan penelitian
Sepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada pendekatan
sermatil, dimaksudkan untuk dapat mengetahui putusan Hakim tentang
sesceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang,
Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
amalisis ymlu suatu  bentuk penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan
dempan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  vang  menyangkut
permasalahan yang diteliti.
Metode pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalum pengumpulan data, penulis menggunakan

scknik pengumpulan data sebagai berikut :
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& Datz Primer
Data primer ini digunakan sebagai penunjang data normatif.
Dats primer adalah Pengumpulan data dengan cara mengadakan
senchitian langsung ke objek penelitian untuk memperolch data (risct
lspangan) dengan jalan :
1) Observasi
Observasi  adalah  penpamatan  yang dilakukan secara
langsung terhadap objek yang diteliti.
2) Imterview
Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara
atau tanya jawah secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang
berada dalam ohjek penelitian vang mengarah pada tujuan
penelitian yang akan dicapai,
& Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan
k:pustak:an, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan obyek penclitian. Didalam penelitian hukum digunakan data
sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan
dalam :
2) Bahan hukum primer. yaitu bahan-bahan hukum vang mengikal
dan terdiri dari : Beberapa peraturan perundangan-undangan yang
berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
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I

Undang-undang Nomor 7 fahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,

4 Peraturan  Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan.

5. Inpres Nomor | Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

%) Bahan hukum sckunder. yaitu bahan hukum yung memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. yaitu bahan-bahan
hukum yang membahas tentang perceraian dan pendapat pura ahli
hukum atau karya-karya ilmiah hasil penelitian yang telah ada
sebelumnya yang berkaitan dengan penclitian ini.

¢) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bashan vang memberikan
infnrr':msi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara

lain : kamus hukum, internet dan sebagainya.

& Lokasi Penclitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang yang

beralamat di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang.
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Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penclitian ini adalah
st kualitatif. Normatif' karena penelitian ini bertitik tolak dar
gessswran perundang-undangan  yang ada schagai norma positif.
Sedesckan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada

i emasi-informasi dari responden.

Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4
kb, adapun pembagian bab yang dimaksud adalah sebagai berikut |
PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang
perumusan  masalah, tujuan penelitian. Kkegunaan penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Padg™bhab ini diuraikan tentang perkawinan menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi : pengertian perkawinan,
asas-asas  perkawinan.  syarat-syarat syshnya  perkawinan:
Perkawinan menurst Hukum Islam  meliputi : pengertian
perkawinan, asas-asas perkawinan.  syarat-syarat  syahnya
perkawinan; Perceraian meliputi : pengertian perceraian, alusan-
alasan perceraian, akibat putusnya perkawinan: Putusan meliputi :
pengertian putusan, susunan dan isi putusan, macam-macam

putusan pengadilan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan
pembahasan yang menganalisa tentang prosedur dan proses
penyelesaian perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama
Semarang dan analisa putusan llakim tentang perceraian bagi
suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis

yang berhubungan dengan hasil penelitian.
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